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ABSTRAK 
KINERJA PEGAWAI ASN DALAM PENGELOLAAN 
PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN 
MEDAN LABUHAN 
 
Oleh: 
ANDY LALA 
1503100064 
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kinerja Pegawai ASN, 
mendeskripsikan Kinera Pegawai ASN di Kantor Camat Medan Labuhan. Kinerja 
(Prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
seseorang Pegawai ASN dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 
jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan kinerja organisasi merupakan 
gambaran mengenai hasil kerja organisasi dalam mencapai tujuannya yang tentu 
saja akan dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut. 
Untuk melihat kinerja ASN maka diperlukan beberapa pengukuran kinerja sebagai 
dasar pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Kinerja Pegawai 
ASN dalam pengelolaan program keluarga harapan di Kecamatan Medan 
Labuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pegawai ASN dalam 
pengelolaan prgoram keluarga harapan di Kecamatan Medan Labuhan. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan deskriptif analisis kualitatf demi hasil yang didapatkan 
melalui penelitian ini. 
  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai ASN dalam 
pengelolaan program keluarga harapan di Kecamatan Medan Labuhan sudah 
sangat baik dan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan yaitu bertambah 
setiap tahunnya masyarakat yang menerima bantuan PKH. Namun masih ada 
sebagian masyarakat miskin yang belum menerima PKH dari pemerintah 
dikarenakan masyarakat miskin belum melengkapi prosedur yang ada. 
Kata Kunci : Kinerja, Pegawai ASN, Program Keluarga harapan 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar belakang masalah 
Kecamatan merupakan salah satu organisasi yang mengemban tugas 
umum Pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam UU nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan tugas umum pemerintahan yang 
diemban ini maka penilaian kinerja bagi Pegawai ASN memiliki arti yang sangat 
penting terutama dalam upaya melakukan perbaikan-perbaikan pada masa yang 
akan datang. Penilaian kinerja bagi aparatur berguna untuk menilai kuantitas, 
kualitas dan efisiensi pelayanan, motivasi, dan penyesuaian anggaran organisasi.  
ASN adalah unsur aparatur birokrasi abdi Negara, bangsa dan masyarakat. 
Sebagai aparatur birokrasi berarti pegawai negeri sipil adalah alat Pemerintah 
untuk mencapai tujuan sebagai abdi Negara, bangsa dan masyarakat berarti 
pegawai negeri sipil sebagai aparatur harus mengabdi pada Negara, bangsa dan 
bukan sebaliknya.  
Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama (pelaku) 
pembangunan, sedangkan Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, 
membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari 
masyarakat tersebut. Pada kondisi ini Pegawai ASN dituntut untuk lebih mampu 
memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu 
merumuskan konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber 
1 
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daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat 
yang mandiri dan sejahtera. 
 Namun dalam pelaksanaan pengelolaan yang di perlukan terhadap 
masyarakat, masih terdapat keluhan dari masyarakat, bahwa kinerja pegawai ASN 
cukup lambat, kurang efisein dan efektif serta sering mempersulit urusan 
masyarakat. Menurut masyarakat banyak urusan mereka yang harusnya selesai 
satu hari dan paling lambat 3 hari, tetapi pada kenyataannya bisa berhari-hari, 
bahkan berminggu minggu untuk menyelesaikannya. Bahkan mereka pernah 
merasa urusan atau keperluan mereka tidak dapat dibantu oleh pegawai di 
kecamatan. Secara realita, kinerja aparatur sipil negara dalam melakukan 
pelayanan terhadapat masyarakat memang belum maksimal.  
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan unsur yang penting dalam 
menentukan keberhasilan suatu organisasi. Pengembangan SDM yang terencana 
dan berkelanjutan merupakan kebutuhan yang mutlak terutama untuk masa depan 
organisasi. Untuk mewujudkan hal itu diperlukan manajemen SDM yang 
aktivitasnya dimulai dari perencanaan SDM, recruitment dan seleksi, orientasi, 
pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja, promosi, mutasi dan demosi, serta 
pemberian imbalan atau kompensasi. 
Oleh karena itu, untuk mewujudkannya diperlukan SDM yang terampil 
dan handal dibidangnya. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah 
satu faktor untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena 
itu, diperlukan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian tinggi karena 
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keahlian akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja pegawai. Sumber 
daya manusia sebenarnya dapat dilihat dari 2 aspek yaitu aspek kualitas dan aspek 
kuantitas. Aspek kuantitas mencakup jumlah SDM yang tersedia, sedangkan 
aspek kualitas mencakup kemampuan SDM baik fisik maupun 
nonfisik/kecerdasan dan mental dalam melaksanakan tanggung jawabnya.  
Sehingga dalam proses pembangunan pengembangan sumber daya 
manusia sangat diperlukan, sebab kuantitas SDM yang besar tanpa didukung 
kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Selama ini 
banyak instansi pemerintah yang belum mempunyai pegawai dengan kompetensi 
yang memadai, ini dibuktikan dengan rendahnya produktivitas pegawai dan 
sulitnya mengukur kinerja pegawai di lingkup instansi pemerintah. Hal ini sejalan 
dengan apa yang dikatakan oleh Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Bapak Azwar Abubakar, bahwa hanya 5% staf pegawai 
negeri sipil di Indonesia memiliki kompetensi di bidangnya. Sisanya sebanyak 
95% staf, menurut keterangannya tidak memiliki kompetensi khusus dibidangnya 
atau hanya memiliki kompetensi umum. Azwar Abubakar mengatakan 
(Tribunnews.com, diakses tanggal 03 Januari 2015) “ .ini kan PNS ada atasan, ada 
staf. Staf itu banyak sekali. Di staf ini yang punya kompetensi tertentu itu hanya 
lima persen. Yang lain itu kompetensi umum dan banyak yang tidak ikut 
pelatihan. 
 Dari apa yang diutarakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi pegawai negeri sipil yang mempunyai kompetensi di 
bidangnya masih sedikit, hanya 5% dari 4,7 juta pegawai negeri sipil. 
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Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai seberapa baik karyawan telah 
melaksanakan pekerjaannya dan apa yang harus mereka lakukan untuk menjadi 
lebih baik di masa mendatang. Penilaian ini didasarkan pada isi pekerjaan yang 
mereka lakukan dalam pengelolaan Program keluarga harapan. 
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program 
pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui program 
perlindungan sosial dengan melakukan pemberian uang non tunai kepadaRumah 
Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memiliki ibu hamil/nifas/menyusui, 
dan/atau memiliki anak balita 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD 
dan/atau SMP dan/atau anak usia 15-18 tahun yangbelum menyelesaikan 
pendidikan dasar. 
Program Keluarga Harapan (PKH) yang mulai dicanangkan pemerintah 
sejak tahun 2007. Berdasarkan pada keputusan Menteri Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan 
Kemiskinan,No: 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendalian 
Program Keluarga Harapan” yang merupakan pengembangan sistem perlindungan 
social khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan. Sebagai bagian dari upaya 
penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai bersyarat, dalam 
jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu Keluarga Miskin (KM) 
mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah PKH diharapkan mampu 
menciptakan perubahan perilaku peserta dalam mengakses layanan kesehatan dan 
pendidikan sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat dan cerdas. Dalam 
jangka panjang PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. 
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Program Keluarga Harapan (PKH) terfokus pada dua komponen yang 
berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu pada bidang 
kesehatan dan pendidikan. Kesehatan merupakan kunci untuk melakukan aktivitas 
dengan baik sebab dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kesehatan 
terjamin maka pendidikan seseorang akan baik, dengan kualitas pendidikan yang 
layak dan baik maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. PKH 
dalam bidang pendidikan memberikan peluang lebih baik kepada anak-anak untuk 
mengenyam bangku pendidikan. Jika kedua aspek tersebut sudah terpenuhi maka 
kualitas sumber daya manusia meningkat sehingga masyarakat dapat mandiri dan 
mampu mengentaskan diri dari lingkaran kemiskinan. Dari kedua komponen 
tersebut PKH membuat program, untuk kesehatan terdapat Jaminan Kesehatan 
Nasional dan Beras Untuk Masyarakat Sejahtera (Rastra) sedangkan untuk 
pendidikan terdapat Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta untuk meningkatkan 
kemandirian masyarakat dibentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE). 
Sasaran atau penerima bantuan PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin 
(RSTM) yang memiliki anggota keluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun, 
ibu hamil, masa nifas. Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi 
kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada 
kelompok masyarakat miskin.  
 Seharusnya Pegawai ASN di Kecamatan Medan labuhan lebih 
mengedepankan prioritas terhadap masyarakat yang belum menerima PKH, dan 
lebih mendata lagi masyarakat yang pantas mendapatkan PKH sehingga 
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masyarakat yang tidak mampu di Kecamatan Medan Labuhan dapat menerima 
PKH dengan merata.  
 Maka dari sinilah peneliti hendak mengadakan penelitian terhadap 
permasalahan yang dihadapi oleh Pegawai ASN diKecamatan Medan Labuhan 
dalam Pengelolaan program keluarga harapan di Kecamatan Medan Labuhan 
tersebut. Dengan melalukan Kinerja Pegawai ASN tersebut diharapkan mampu 
mengelola dan mendata secara maksimal sebagai wujud dari pencapaian hasil 
kerja. 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengambil judul 
penelitian tentang “Kinerja Pegawai ASN dalam Pengelolaan Program 
Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Labuhan”. 
1.2  Rumusan Masalah 
Rumusan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dibahas karena 
masalah di sini merupakan tantangan yang akan dicari jalan keluar ataupun diatasi 
dengan berbagai alternatife sehingga dapat menjadi tujuan yang diinginkan. 
Berdasarkan latar belakang masalah maka, penulis merumuskan masalah 
dalam penelitian ini yakni Bagamainakah Kinerja Pegawai ASN dalam 
Pengelolaan program keluarga harapan di Kecamatan Medan Labuhan ? 
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1.3  Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian merupakan salah satu hal yang akan dicapai dalam suatu 
kegiatan dan setiap penelitian haruslah memiliki arah tujuan yang jelas. Tanpa 
adanya arah tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat 
hasil sebagaimana yang diharapkan. 
Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk mengetahui Kinerja Pegawai ASN dalam pengelolaan program 
keluarga harapan di Kecamatan Medan Labuhan. 
1.4   Manfaat penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang diharapakan dari penelitian ini adalah     
sebagai berikut. 
1. Sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi bagi penulis agar dapat 
menjadi referensi baru dalam bidang pengelolaan. 
2. Untuk mengembangkan keilmuan penulis untuk menyelesaikan masalah 
melalui karya ilmiah. 
3. Sebagai bahan referensi bagi pengembang atau peneliti selanjutnya. 
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1.5   Sistematika Penulisan  
BAB I  : PENDAHULUAN  
Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II : URAIAN TEORITIS 
Menguraikan pengertian dan konsepsi tentang kinerja, pengertian aparatur 
sipil negara(ASN), pengertian pengelolaan, pengertian perencanaan, 
pengertian pelaksanaan, pengertian pengorganisasian, pengertian 
pengarahan, pengertian pengawasan, pengertian program keluarga 
harapan. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, 
Kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 
lokasi dan waktu penelitian. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Menguraikan tentang penyajian data dan analisis data hasil penelitian. 
BAB V : PENUTUP  
Menguraikan tentang simpulan dan saran. 
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BAB II 
URAIAN TEORITIS 
2 .1 Kinerja  
Mangkunegara (2015:67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil 
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 
Prawirosentono dalam Widodo (2001:206) mengemukakan bahwa “kinerja 
merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok 
orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 
masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara 
legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika”. 
Moeheriono (2012 : 95) menyatakan bahwa kinerja (performance)  
merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program 
kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 
organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. 
Menurut Gibson dalam Ismail Nawawi (2013 : 213) bahwa kinerja 
seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan 
pekerjaan. 
Menurut Sedarmayanti (2011:50) kinerja merupakan terjemahan dari 
performance yang berarti prestasi kerja, pelaksana kerja, pencapaian kerja, untuk 
kerja atau penampilan kerja. 
9 
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Wirawan dalam Abdullah (2014:3) kinerja merupakan singkatan dari 
kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa inggris adalah perfomance, 
kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-
indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. 
Menurut Peraturan Presiden no 29 tahun 2014 Kinerja adalah keluaran, 
hasil dari kegiatan, program yang telah atau hendak di capai sehubungan dengan 
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.  
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan 
pengertian kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 
sekelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing, 
dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 
melanggar hukum dan sesuai moral atau etika. 
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Menurut Simanjutak dalam 
Widodo (2015:133) kinerja dipengaruhi oleh:  
a. Kualitas dan kemampuan pegawai, hal-hal yang berhubungan dengan 
pendidikan/pelatihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi 
fisik pegawai.  
b. Sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan 
kerja (keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi, teknologi) dan 
hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai (upah/gaji, jaminan 
sosial, keamanan kerja)  
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c. Supra sarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan 
pemerintah dan hubungan industrial manajemen. 
2.1.1 Indikator Kinerja 
Menurut Nawawi (2013 : 241) indikator kinerja digunakan untuk 
meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau unit kerja yang 
bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dibahas dalam materi pelajaran 
untuk perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi 
kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidak berhasilan) 
kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi atau unit 
pelaksananya. 
Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Nawawi (2013 : 
241) dikemukakan secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, 
langkah, dan jenis sebagai berikut: 
 Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan , 
Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk 
menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijaksanaan atau 
program atau kegiatan dan dalam menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi 
pemerintah yang melaksanakannya. 
Membangun dasar bagi pengukuran,analisis, dan evaluasi kinerja atau unit kerja. 
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2.2  Aparatur sipil Negara 
Menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang ASN 
-      Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 
-     Pegawai Aparatur Sipil Negara (PASN) adalah pegawai negri sipil dan 
pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat 
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 
-      Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warganegara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untukmenduduki jabatan pemerintahan. 
-     Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian 
kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas 
pemerintahan. 
-      Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai 
ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi,bebas dari intervensi 
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi,dan nepotisme. 
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-      Sistem Informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai 
Pegawai ASN yang disusun secara sistematis,menyeluruh, dan terintegrasi dengan 
berbasis teknologi. 
-      Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai 
ASN. 
-     pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dann pemberhentian dan pembina 
Manajemen ASN di instansi pemerintah. 
2.3   Pengelolaan  
Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan 
istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan 
berasal dari kata .kelolah. dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau 
menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. 
Menurut Balderton dalam Adisasmita, (2011:21), istilah pengelolaan sama 
dengan manajemen yaitu menggerakan, mengorganisasikan, dan mengarahkan 
usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk 
mencapai suatu tujuan.  
Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan 
bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian 
kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, 
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pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.” 
Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa 
pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, 
mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan 
memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik 
kaitannya dengan istilah manajemen. Oey Liang Lee dalam Ranupandojo, 
(1996:3) mendefinisikan bahwa, “Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan 
barang-barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
terlebih dahulu”.  
Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaaan 
adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 
pengontrolan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi 
untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan pengertian pengelolaan 
oleh beberapa ahli di atas, maka yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini 
adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan 
(pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap 
sumber-sumber pendapatan asli desa. Penjelasan mengenai pengelolaan pada 
penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di 
dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya 
yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian. 
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2.3.1   Perencanaan  
Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan 
dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk 
mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi pencapaian 
tujuan, hal ini dikarekan banyak faktor yang akan berubah dengan cepat pada 
masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya perencanaan yang baik akan 
membuat setiap kesempatan yang ada dapat di manfaatkan dengan baik pula.  
Perencanaan dalam arti luas menurut Adisasmita (2011:22) adalah suatu 
proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk 
mencapai suatu tujuan. Sistematis disini, dimaksudkan agar kegiatankegiatan yang 
dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. 
2.3.2 Pelaksanaan 
Tjokroadmudjoyo dalam Adisasmita, (2011:24) mengemukakan bahwa 
pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan 
yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu 
diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan 
tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui 
serangkaian proses yang telah direncanakan. Selanjutnya Westra, dkk dalam 
Adisasmita, (2011:24) mengemukakan pengertian pelaksanaan sebagai usaha-
usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang 
telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat 
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yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya 
dan kapan waktu dimulainya. Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka 
pelaksanaan dalam penelitian ini adalah usaha yang dilakukan untuk menjalankan 
kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang 
ditetapkan. Kegiatan pelaksanaan dalam penelitian ini terdiri atas 
pengorganisasian dan pengarahan.  
a.  Pengorganisasian 
Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang 
lain dan tanpa menetapkan tugas - tugas tertentu untuk masing - masing unit. 
George R. Terry dalam bukunya Principles of Management (Sukarna, 2011:38) 
mengemukakan tentang organizing sebagai berikut, yaitu: 
Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan macam - 
macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang - 
orang (pegawai), terhadap kegiatan - kegiatan ini, penyediaan factor - faktor 
physik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan 
wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya 
dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. 
b. Pengarahan  
Pengarahan menurut Terry dalam Hasibuan, (2006:187) adalah membuat 
semua anggota kelompok, agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas 
serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-
usaha pengorganisasian. Lebih lanjut Koontz dan Donnel (dalam Hasibuan, 
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(2006:187) mengemukakan bahwa pengarahan adalah hubungan antara aspek-
aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan terhadap bawahan-
bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk 
tujuan perusahaan yang nyata.  
  Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka yang dimaksud pengarahan dalam 
penelitian ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk 
membimbing dan mengatur segala kegiatan bawahan yang telah diberi tugas 
dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Dengan demikian, seorang 
pemimpin harus berusaha agar bawahan menyukai pekerjaan dan mau berusaha 
sekuat tenaga untuk menggunakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki 
dengan disiplin yang tinggi sehingga dapat mencapai tujuan. Pada penelitian 
ini, pertanyaan tentang pengarahan digunakan sebagai penyempurna guna 
mengetahui pelaksanaan yang dilakukan dalam pengelolaan sumber-sumber 
pendapatan asli kampung, setelah sebelumnya diketahui proses 
pengorganisasiannya. 
2.3.3 Pengawasan 
Fayol dalam Harahap (2011:10) mengemukakan bahwa pengawasan 
adalah upaya memeriksa semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan, perintah yang di keluarkan, dan prinsip yang di anut juga di 
maksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari 
kejadiannya dikemudian hari. 
Mathis dan jackson (2006:303) Pengawasan merupakan proses 
pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standart untuk mengukur kinerja, 
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memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat 
dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. 
Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2005: 317), mendifinisikan 
pengawasan merupakan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dalam 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 
sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut. 
Victor M. Situmorang dalam adisasmita raharjo (2011:15) pengawasan 
merupakan setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sampai 
dimana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menuru ketentuan dan sasaran yang 
hendak dicapai. 
Yahya (2006:135) Pengawasan dapat definisikan sebagai proses untuk 
menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. 
Fathoni (2006:172) Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan 
aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas 
mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan 
organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan 
pekerjaan. 
Sumarsono (2010:84) Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan 
untuk menjamin agar penyelenggaraan suata kegiatan tidak menyimpang dari 
tujuan serta rencana yang telah digariskan. 
Secara umum pengertian pengawasan adalah proses untuk menjamin 
segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang 
ditetapkan. Lebih lengkapnya definisi pengawasan adalah usaha yang disusun 
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secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem 
feedback informasi, mengkomarasi hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis 
terjadinya penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang 
dibutuhkan untuk keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi/perusahaan 
secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 
Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut pada dasarnya kegiatan 
pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui secara segera terkait penyimpangan, 
penyalahgunaan, pemborosan, maupun problematika organisasi yang lain, 
kemudian dilakukan langkah koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan 
tersebut. 
a. Tujuan Pengawasan 
Menurut kusnadi (2002:265), tujuan pengawasan pada umumnya meliputi: 
1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, pengaturan 
dan   hukum yg berlaku. 
2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi. 
3.   Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. 
4. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada dalam 
organisasi. 
5. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kerja 
aktual dengan standar serta meningkatkan tingkat penyimpangan dan 
kemudian mencari solusi yang tepat. 
b. Jenis-Jenis Pengawasan 
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Pengawasan dibagi menjadi dua yaitu pengawasan internal dan 
eksternal,pengertian pengawasan internal yaitu kegiatan pengawasan yang 
dijalankan oleh badan pengawasan yang .ada di dalam organisasi yang 
bersangkutan. Kemudian pengawasan eksternal ialah pengawasan yang 
dilaksankan oleh unit pengawasan yang berada dilingkungan luar organisasi yang 
diawasi. Berdasarkan dua tipe tersebut terdapat jenis-jenis pengawasan yang perlu 
diketahui sebagai berikut: 
1)  Preventif dan Represif 
 Pengawasan preventif dilaksanakan sebelum suatu aktivitas maupun 
program dijalankan. Pengawasan ini memiliki tujuan agar mencegah 
penyimpangan dalam suatu kegiatan. Sebagai contoh pengawasan dalam 
perusahaan pada bidang keuangan terkait penyusunan usulan anggaran. 
Pengawasan ini dilaksanakan sebagai usaha menghindari adanya pengelewengan 
anggaran dalam keberjalanan program yang akan merugikan perusahaan.  
 Adapun pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilaksanakan pada 
aktivitas tersebut telah selesai dijalankan, cotohnya pengawasan yang dilakukan 
pada akhir tahun anggaran baik pengawasan dana desa hingga anggaran nasional 
dimana dana telah ditetapkan saat perencanaan kemudian telah dilaksanakan 
kegiatan hingga laporan pertanggung jawabannya. 
2)  Aktif dan Pasif 
 Pengawasan aktif disebut juga pengawasan dekat, pengawasan ini 
dijalankan langsung di lokasi kegiatan yang akan diawasi. Sedangkan pengawasan 
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pasif dilakukan dari jarak jauh seperti pengawasan dengan penelitian dan 
pengujian pada surat ataupun laporan hasil kegiatan yang disertai bukti-bukti 
terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 
3)  Pengawasan Kebenaran Formil 
 Jenis pengawasan ini merupakan pengawasan menurut hak 
(rechtimatigheid) dan memeriksa kebenaran materil terkait tujuan dilakukannya 
pengeluaran (doelmatigheid). 
2.4  Program keluarga harapan 
2.4.1  Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)  
Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya yang 
dilaksanakan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan di 
Indonesia. PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung Tunai 
yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM 
mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga 
BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system perlindungan 
sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial 
penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memutus rantai kemiskinan yangterjadi 
selama ini.  
Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses 
keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkanberbagai 
Fasilitas Layanan Kesehatan (FASKES) dan fasilitas Layanan Pendidikan 
(FASDIK) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong 
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untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan 
taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita 
Presiden RI. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan 
memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, 
perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program 
perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara 
berkelanjutan. 
PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan 
kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan 
pemberdayaan sosial nasional. Pelaksanaan PKH juga mendukung pencapaian 
tujuan Pembangunan Millenium. Lima kompenen tujuan Millenium Development 
Goals (MDGs) yang akan terbantu oleh PKH yaitu: pengurangan penduduk 
miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan angka 
kematian bayi dan balita, pengurangan angka kematian ibu melahirkan. 
2.4.2.  Tujuan Program Keluarga Harapan 
Sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian 
bantuan tunai bersyarat, dalam jangka pendek PKH diharapkan mampu membantu 
Keluarga Miskin (KM) mengurangi beban pengeluaran. Pada jangka menengah 
PKH diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku peserta dalam 
mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga menghasilkan generasi 
yang lebih sehat dan cerdas. Dalam jangka panjang PKH diharapkan dapat 
memutus rantai kemiskinan antar generasi. 
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Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu: 
1) Meningkatkan status sosial ekonomi RTM. 
2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak 
Balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar. 
3) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, 
khususnya bagi anak-anak RTM . 
4) Meningkatkan taraf pendidikan dan kesehatan anak-anak RTM. 
2.4.3.  Penerima PKH  
Adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat 
Miskin (KSM) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu: 
 1. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita. 
2. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah). 
3. Anak  SD/MI (usia 7-12 tahun). 
4. Anak SLTP/ MTs (usia 12-15 tahun). 
5. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. 
2.4.4.  Kewajiban Peserta PKH 
a. Kewajiban Bidang Kesehatan RTSM/KSM diwajibkan memenuhi 
persyaratan kesehatan yang ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Ibu 
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hamil melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali, 
mendapatkan suplemen tablet Fe, proses persalinan harus ditolong oleh tenaga 
kesehatan serta Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatannya setidaknya 
tiga setelah melahirkan. Balita diwajibkan melakukan imunisasi dan kunjungan 
keposyandu setiap bulannya.  
 b.  Kewajiban Pendidikan Anak peserta PKH usia 7 – 15 tahun harus 
didaftarkan atau terdaftar pada satuan pendidikan baik SD/MI/SDLB/Salafiyah 
Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/ Salafiyah Wustha/Paket B termasuk 
SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85 % dari hari 
sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1  Jenis Penelitian 
Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian 
yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam yang digunakan 
untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian tersebut, sehingga 
memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data. 
Menurut arikunto (2010:3) penelitian deskriftif adalah penelitian yang 
dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisia atau hal lain yang disebutkan 
hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Adapun metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisi kualitatif, 
yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam 
dari pada luas atau banyaknya informasi. 
Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai 
kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu 
sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga 
disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data 
dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di 
tempat penelitian. 
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3.2 Kerangka Konsep 
Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam 
penelitian ini adalah bagaimana kinerja aparatur kecamatan dalam pengelolaan 
program keluarga harapan tersebut berjalan dengan baik. Sebagai dasar pijakan 
yang jelas dan pengembangan toeri, maka kerangka konsep yang digambarkan 
dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam 
bagan pada halaman berikut ini. 
Gambar 3.1 
Kerangka Konsep Penelitian 
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3.3 Definisi Konsep 
Konsep adalah satuan arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai 
ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi 
terhadap objek-objek yang dihadapi sehingga objek-objek ditempatkan dalam 
golongan tertentu Bahri (2008:30). 
Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit 
pengertian yang akan diteliti. 
a. Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 
atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang 
dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral dan etika”. 
b. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah denganperjanjian kerja yang bekerja pada instansi 
pemerintah. 
c. Pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakan, 
mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan 
secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.  
d. Perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dari pengelolaan 
dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan dibuat untuk 
mengantisipasi segala hal yang akan mengganggu atau menghalangi 
pencapaian tujuan, hal ini dikarekan banyak faktor yang akan berubah 
dengan cepat pada masa yang akan datang. Sehingga dengan adanya 
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perencanaan yang baik akan membuat setiap kesempatan yang ada dapat di 
manfaatkan dengan baik pula.  
e. pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian 
kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka 
kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan 
pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai 
tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah 
direncanakan. 
f. Pengorganisasian ialah penentuan, pengelompokkan, dan penyusunan 
macam - macam kegiatan yang dipeelukan untuk mencapai tujuan, 
penempatan orang - orang (pegawai), terhadap kegiatan - kegiatan ini, 
penyediaan factor - faktor physik yang cocok bagi keperluan kerja dan 
penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap 
orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang 
diharapkan. 
g. Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok, agar mau bekerja 
sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan 
sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. 
h. Pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan 
standart untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian 
kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik 
pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan. 
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i. Program Keluarga Harapan merupakan salah satu upaya yang 
dilaksanakan pemerintah untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan di 
Indonesia. PKH bukan merupakan lanjutan program Subsidi Langsung 
Tunai yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu RTM 
mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyesuaian 
harga BBM. PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun system 
perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai 
upaya memutus rantai kemiskinan yangterjadi selama ini. 
 
3.4 Kategorisasi 
Kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah unit 
secara jelas (Mustaqim:2017). 
Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah 
a. Adanya tujuan dalam pengelolaan program keluarga harapan. 
b. Adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam pengelolaan program 
keluarga harapan tersebut. 
c. Adannya Prestasi Pegawai ASN. 
d. Adanya tanggung jawab Pegawai ASN. 
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3.5 Narasumber  
Narasumber merupakan sumber data atau informasi penelitian atau orang 
yang menjadi sumber data atau informasi penelitian. Adapun kriteria narasumber 
adalah memiliki posisi penting di instansi yang bersangkutan dan mengetahui 
dengan baik permasalahan yang akan diteliti.  
Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yakni: 
a. Sekretaris Kecamatan Medan Labuhan 
Nama  : Indra Utama, S.STP, M.SI 
Jenis Kelasmin : Laki-laki 
Usia  : 42 tahun 
Agama  : Islam  
b. Kepala Sub Bagian Umum 
Nama  : Ariadi 
Jenis kelamin : Laki-laki 
Usia   : 56 tahun 
Agama  : Islam 
c. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial 
Nama   : Zainal Abidin, S.SOS 
Jenis kelamin  : Laki-laki 
Usia  : 57 tahun 
Agama   : Islam 
 d. Pedamping PKH : Jumianto, S.Pd.I 
  Jenis kelamin : Laki-laki 
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  Usia  : 51 tahun 
  Agama  : Islam 
 
3.6  Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik wawancara yaitu 
mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam 
penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian 
berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan 
secara langsung informasi-informarsi atau keterangan-keterangan. 
 
3.7  Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun 
permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sedarmayanti:2011) 
Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
memaparkan situasi atau peristiwa.  Penelitian ini bersifat deskriptif, cenderung 
menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih 
ditonjolkan.  
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui 
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat 
perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain 
(Sugiyono:2013). 
Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui 
sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara 
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mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data 
tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang 
telah dipelajari sehingga data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.h 
 
3.8  Lokasi dan Waktu Penelitian  
 Suatu penelitian sudah jelas harus memiliki lokasi penelitian yang nyata 
dan jelas, yang berfungsi untuk menghindari dan manipulasi suatu data hasil 
penelitian tersebut. Lokasi penelitian merupakan tempat untuk meneliti dan 
mencari data yang akan dikumpulkan yang berguna untuk penelitian. 
 Lokasi penelitian adalah di Kantor camat medan labuhan. Dan waktu 
penelitian dari bulan desember 2018 sampai dengan bulan maret 2019.  
3.9   Deskripsi Ringkas Objek Penelitian 
3.9.1  Gambaran Umum Kecamatan Medan Labuhan  
Kecamatan Medan labuhan adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota 
Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Labuhan mempunyai luas 
sekitar 41,275 km². Kecamatan Medan Labuhan berbatasan langsung dengan 
Kecamatan Medan Deli di sebelah selatan, Kecamatan Medan Belawan di sebelah 
utara, Kecamatan Medan Marelan di sebelah barat dan Kabupaten Deli Serdang di 
sebelah timur. 
Kecamatan Medan Labuhan memiliki 6 kelurahan yaitu Kelurahan Besar, 
Tangkahan, Martubung, Sei Mati, Pekan Labuhan dan Nelayan Indah. Kelurahan 
terbesar adalah Kelurahan Sei Mati dengan luas 12,870 km² atau 31,18 persen dari 
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total luas kecamatan, sedangkan kelurahan terkecil adalah Pekan Labuhan 3,600 
km². 
Kecamatan Medan Labuhan dihuni oleh 139.480 jiwa penduduk dimana 
penduduk terbanyak berada di Kelurahan Besar yakni sebanyak 42.943 orang dan 
jiwa jumlah penduduk terkecil di Kelurahan Nelayan Indah yang dihuni sebanyak 
9.921 orang.  
3.9.2 Visi dan Misi Kecamatan Medan Labuhan 
Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus 
dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara umum visi adalah 
pandangan ideal masa depan yang ingin diujudkan oleh kantor Kecamatan Medan 
Labuhan Kota Medan. Penetapan visi mencerminkan apa yang ingin di capai, 
memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, berorientasi terhadap masa depan 
dan selanjutnya diharapkan mampu menumbuhkan komitmen dilingkungan kantor 
Kecamatan Medan Labuhan. 
Dengan berpedoman pada isi RPJMD Pemko Medan 2016-2020 dan 
memperhatikan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Medan Labuhan dalam 
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016-2020, maka 
Visi Kecamatan Medan Labuhan Tahun 2016-2020 ditetapkan sebagai berikut:  
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MEWUJUDKAN KECAMATAN MEDAN LABUHAN SEBAGAI 
MINIATUR KOTA MEDAN YANG BERDAYA SAING, NYAMAN, 
PEDULI, DAN SEJAHTERA 
 
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi, 
sesuai visi yang telahdi tetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan 
berhasil dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka Kecamatan 
Medan Labuhan menjabarkannya dalam beberapa Misi yang akan dilaksanakan 
selama priode Renstra Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan Pelayanan administrasu publik. 
2. Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pembangunan Kecamatan. 
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
pada pasal 126 ayat (2) disebutkan bahwa Kecamatan dipimpin oleh camat yang 
dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang bupati atau 
walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Berdasrakan hal 
tersebut, camat diberikan kewenangan delegatif oleh bupati atau walikota secara 
langsung melalui peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan sebagian 
urusan otonomi daerah. 
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3.9.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Medan Labuhan. 
Berdasarkan PP.35 tahun 1992 tanggal 13 juli 1992 dan diresmikan 
Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 2 September 1992 Kecamatan Medan 
Timur dan dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor 
Kecamatan selaku pelaksana amanah/delegasi wewenang dari Kepala Daerah, 
berdasarkan PP.41 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Perda Walikota nomor 3 
Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan 
Medan Labuhan melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan 
dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pelayan Masyarakat. Sementara Fungsi Kecamatan Medan Labuhan adalah :  
a. CAMAT 
Nama Camat : Arrahmaan Pane, S.STP, M.AP 
Camat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintahan 
yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan 
otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 
Dalam melaksakan tugas pokok sekretariat menyelenggarakan fungsi: 
1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum. 
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan. 
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan 
umum. 
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5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 
ditingkat kecamatan. 
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan. 
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan 
kelurahan. 
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
b. SEKRETARIS 
 Nama Sekretaris : Indra Utama, S.STP 
Sekretaris mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Camat 
lingkup kesekretarian yang meliputi pengelolaan administrasi umum, 
keuangan, dan penyusunan program. 
1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan. 
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program kecamatan. 
3. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi 
kesekretariatan Kecamatan yang meliputi administrasi umum, 
kepegawaian, keuangan, dan kerumah tanggaan Kecamatan. 
4. Pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, 
pengembangan organsisasi, dan ketatalaksanaan. 
5. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan. 
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
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7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan. 
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
c. SUB BAGIAN UMUM 
Nama Kasubbag Umum : Ariadi  
Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum 
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat 
Lingkup administrasi umum. Dalam, melaksanakan tugas pokok, bidang 
ekonomi menyelenggarakan fungsi : 
1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian umum. 
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi 
umum. 
3. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata 
naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan dan 
penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan. 
4. Pengelolaan administrasi kepegawaian. 
5. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, 
ketatalaksanaan dan kepegawaian. 
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
7. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas. 
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8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai 
dengan tugas dan fungsinya. 
 
d. SUB BAGIAN KEUANGAN 
Nama Kassubag Keuangan : Nurizah  
Sub  Bagian Keuangan di pimpin oleh Kepala Sub Bagian, yang berada 
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris. Dalam 
melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan 
fungsi. 
1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan. 
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi 
keuangan. 
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan 
penyusunan rencana, penyusunan bahan pemrosesan pengusulan 
dan verifikasi. 
4. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi 
keuangan. 
5. Penyusunan laporan keuangan kecamatan. 
6. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
7. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas. 
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8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
e. SEKSI TATA PEMERINTAHAN 
Nama Kepala Seksi Tata Pemerintahan : Dumasari  
Seksi Tata Pemerintahan di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada 
dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Tata Pemerintahan 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat. Dalam 
melaksanakan tugas pokok, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan 
fungsi, 
1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Tata 
Pemerintahan. 
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkupan tata pemerintahan. 
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi 
pemerintahan kelurahan. 
4. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinassi dalam 
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan. 
5. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, 
ideologi Negara dan kesatuan bangsa. 
6. Penyiapan bahan pembinaan dibidang keagrariaan. 
7. Pelaksanaan proses playanan administrasi kependudukan. 
8. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Kecamatan dan 
Kelurahan. 
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9. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata 
pemerintahan. 
10. Pemantauan pelaksanaan pemungutan pajak Bumi dan Bangunan. 
11. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
tugas. 
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesusai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
f. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
Nama Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Ade Hula Olii, SE 
Seksi Pemberdayaan Masyarakat di pimpin oleh Kepala Seksi, yang 
berada dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat. Dalam 
melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan 
fungsi: 
1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemberdayaan 
Masyarakat. 
2. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis lingkup Pemberdayaan 
Masayarakat. 
3. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan 
massyarakat, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  (LPM) 
Lembaga Perekonomian Koperasi Usaha Mikro, kecil dan 
menengah. 
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4. Pelakasanaan proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan 
masyarakat. 
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan 
masyarakat. 
6. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas. 
7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
g. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
Nama Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Muhammad 
Awal Syahputra, S.STP. 
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh Kepala Seksi, 
yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi 
Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugass Camat. Dalan melaksanakan tugas pokok, Pemberdayaa 
masyarakat menyelenggarakan fungsi. 
1. Penyusunan program, dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban 
Umum. 
2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketentraman dan Ketertiban 
Umum. 
3. Penyiapan bahan pembinaan Ketenraman dan Ketertiban Umum. 
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4. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja 
perangkat daerah dalam penyelenggaraan dalam Ketentraman dan 
Ketertiban Umum, pengamanan dan penertiban terhadap 
pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan 
lainnya diwilayah Kecamatan. 
5. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja 
pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat. 
6. Membantu pelakasanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan 
dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya. 
7. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Ketentraman dan 
Ketertiban Umum. 
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 
9.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dnegan 
tugas dan fungsinya. 
 
h. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL 
Nama Kepalas Seksi Kesejahteraan Sosial : Zainal Abidin, S.SOS 
Seksi Kesejahteraan Sosial di pimpin oleh Kepala Seksi, yang berada dan 
bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Camat. Dalam melaksanakan tugas 
pokok, Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesejahteraan 
Sosial. 
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2. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial. 
3. Penyiapan bahan pembinaan Seksi Kesejahteraan Sosial. 
4. Pelaksanaan proses pelayanan masayarakat lingkup Kesejahteraan 
Sosial. 
5. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan 
kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, 
olahraga, kesehatan masyarakat dan Kesejahteraan Sosial lainnya. 
6. Membantu tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
 
3.9.4 STRUKTUR ORGANISASI 
Berdasarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2009 tentang Pembentukan 
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan, struktur Kecamatan 
Medan Labuhan adalah sebagai berikut. 
1. Camat 
2. Sekretaris Camat. 
a. Sub Bagian Umum 
b. Sub Bagian Keuangan 
3. Seksi Tata Pemerintahan 
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum 
6. Seksi Kesejahteraan Sosial 
7. Seksi Sarana dan Prasarana wilayah 
44 
 
Selaku SKPD Kecamatan Medan Labuhan di bantu oleh 6 (enam) Kepala 
Kelurahan sebagaimana penerima tugas / wewenang yang diberikan Camat untuk 
menjabarkan program dibidang pemerintahan dan pembangunan ditingkat 
Kelurahan. 
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Gambar 3.2 
STRUKUR ORGANISASI SKPD KECAMATAN MEDAN 
LABUHAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Sumber : Kantor Camat Medan Labuhan tahun 2018 
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BAB IV 
ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN 
4.1   Hasil Penelitian 
Bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh dari hasil 
penelitian dilapangan atau di kenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang 
diperoleh dengan cara tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga 
memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan 
berdasrkan data yang diperoleh peneliti yang ada dilapangan melalui wawancara 
secara langsung oleh beberapa narasumber di Kecamatan Medan Labuhan terkait 
dengan Kinerja Pegawai ASN dalam Pengelolaan Program Keluarga harapan di 
Kecamatan Medan Labuhan kota Medan. 
Untuk mendukung perolehan data ,selain data primer maka data sekunder 
juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan  
tingakat karakteristik jawaban para narasumber.Selanjutnya hasil wawancara akan 
diuraikan secara sistematis . Adapun penyajian data selanjutnya dengan  langkah-
langkah dengan sebagai berikut: 
4.1.1 Deskripsi Narasumber 
Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Pegawai ASN di Kantor 
Camat Medan Labuhan dan Pendamping PKH. Adapun keadaan narasumber 
sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 
Keadaan Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin 
No Nama Jenis Kelamin 
1 Indra Utama, S.STP, M.SI Laki-laki 
2 Ariadi Laki-laki 
3 Zainal Abidin, S .SOS Laki-laki 
4 Jumiyanto, S.Pd.I Laki-Laki 
Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2019 di Kantor Camat Medan Labuhan 
 
4.1.2 Penyajian data 
a. Data Aparatur Sipil Negara Kecamatan Medan Labuhan. 
Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kecamatan Medan Labuhan ada 
adalah seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan kecamatan tersebut yang 
berjumlah 20 orang, yang kalau dirinci berdasarkan jabatan eselon/non eselon, 
Golongan dan berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2 
Keadaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jenis Kelamin dan Eselonisasi 
pada Kantor Camat Medan Labuhan 
NO ESELON NON 
ESELON 
 TAHUN 2018 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 
    
1 II  O 0 
2 III 2 0 
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3 IV 3 4 
4 FUNGSIONAL 1 1 
5 STAF 7 2 
  13 7 
 Sumber : Kantor Camat Medan Labuhan tahun 201 
Adapun keadaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan 
sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini 
Tabel 4.3 
Keadaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan pada Kantor 
Camat Medan Labuhan 
NO PENDIDIKAN TAHUN 2018 
  LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 SD 1 0 
2 SMP 0 0 
3 SLTA/AMK/STM 7 4 
4 DIPLOMA 0 1 
5 STRATA-1 3 1 
6 STRATA-2 2 1 
 JUMLAH 13 7 
Sumber : Kantor Camat Medan Labuhan tahun 2018 
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Adapun keadaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan 
sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini: 
Tabel 4.4 
Keadaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Golongan pada kantor Camat 
Medan Labuhan 
NO GOLONGAN TAHUN 2018 
  LAKI-LAKI  PEREMPUAN 
1 I 0 0 
    
2 II 7 3 
    
3 III 4 4 
    
4 IV 2 0 
 JUMLAH 13 7 
Sumber : Kantor Camat Medan Labuhan tahun 2018 
  Adapun Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin adalah sebagai 
berikut:  
4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Medan Labuhan yang berada 
di Jalan KL Yos Sudarso No. 48, Martubung, Kota Medan, Sumatera Utara. 
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Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi dan dokumentasi 
untuk mengetahui Kinerja Pegawai ASN dalam Pengelolaan Program Keluarga 
Harapan di Kantor Camat Medan Labuhan. 
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para 
narasumber / responden dilapangan, maka data dapat dianalisis satu persatu 
tentang jawaban narasumber / responden sehingga dapat diperoleh rekaptulasi 
data sebagai berikut: 
4.2.1 Adanya Tujuan Dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Utama, S.STP, M.SI 
selaku Sekretaris Camat Medan Labuhan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 
tentang Tujuan yang dilakukan Camat dalam pengelolaan program keluarga 
harapan di Kecamatan Medan Labuhan. Beliau mengatakan : “Tujuannya ialah 
agar semua masyarakat menjadi prioritas dan benar-benar di tampung oleh 
program keluarga harapan, memang  masih banyak banyak masyarakat yang 
membutuhkan bantuan dari pemerintah melalui PKH”. 
Kemudian peneliti menananyakan kembali mengenai pengelolaan program 
keluarga harapan di Kecamatan Medan Labuhan sudah berjalan sesuai dengan 
aturan yang berlaku. Beliau mengatakan : “Sudah berjalan sangat baik tetapi 
semuanya dalam pelaksanaan nya dilaksanakan dengan Dinas Sosial 
berkoordinasi dengan kecamatan dimana Dinsos menempatkan koordinator-
koordinatornya di Kecamatan dan masing-masing kelurahan di medan labuhan.”. 
51 
 
Peneliti menanyakan kembali mengenai pertanyaan apakah tujuan dari 
adanya program sudah tercapai. Beliau mengatakan : “Untuk kegiatan PKH di 
Kecamatan Medan Labuhan sudah tercapai dan sesuai data yang ada dari dinass 
sosial, keluarga harapan yang ada di Medan Labuhan sudah menerima manfaat 
yang di berikan dari pemerintah ”. 
Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai adakah kendala dalam 
pengelolaan program keluarga harapan pada saat ini. Beliau mengatakan : “Untuk 
kendala dilapangan seminimal mungkin dihindari, Kendala yang paling pokok 
mungkin untuk pengsingkronan data yang dari dinas sosial terhadap penerima 
program keluarga harapan yang ada di lapangan. Namun perbedaan kendala 
dikelurahan ada yang benar-benar berhak tapi belum masuk kedata, harapan dari 
kita mungkin ada verivikasi dari dinas sosial untuk menampung warga yang 
benar-benar masuk kedalam program keluarga harapan”. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, S.SOS selaku 
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada hari selasa 5 Februari 2019 tentang Apa 
saja tujuan yang di lakukan Camat dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan 
di Kecamatan Medan Labuhan. Beliau mengatakan : “Tujuannya ialah agar semua 
masyarakat miskin / tidak mampu yang berada di Kecamatan Medan Labuhan 
menerima dan mendapat bantuan dari pemerintah melalui Program Keluarga 
Harapan dan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Medan 
Labuhan”. 
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Penelti menanyakan kembali mengenai Apakah Pengelolaan Program 
Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Labuhan sudah berjalan sesuai dengan 
aturan yang berlaku. Beliau mengatakan : “Sudah berjalan dengan aturan yang 
berlaku dikarenakan adanya peningkatan kenaikan penerima PKH setiap 
tahunnya, seperti sekarang semakin  bertambah masyarakat yang tidak mampu 
menerima PKH di Kecamatan Medan Labuhan”. 
Kemudian Peneliti menanyakan kembali mengenai Apakah Tujuan dari 
adanya Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Labuhan sudah tercapai. 
Beliau mengatakan : “Iya, sudah tercapai sangat baik dikarenakan berkurang nya 
masyarakat yang tidak mampu di Kecamatan Medan Labuhan, dan bertambah nya 
penerima manfaat dari pemerintah melalui Program Keluarga Harapan”. 
Peneliti menanyakan kembali mengenai Adakah kendala dalam 
Pengelolaan Program Keluarga Harapan pada saat ini. Beliau mengatakan : 
“Kendala yang ada hanya sebatas kurang faham nya masyarakat terhadap 
sosialisasi PKH disetiap kelurahan karena masih banyak nya masyarakat tidak 
datang ketika adanya sosialisasi”. 
4.2.2 Adanya Tata Cara Pelaksanaan (prosedur) Dalam Pengelolaan 
Program Keluarga Harapann 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Jumianto, S.Pd.I selaku 
Pedamping PKH pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 tentang Apakah ada 
SOP dalam Pengelolaan program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan 
Labuhan. Beliau mengatakan : “SOP nya ialah bagi warga yang tidak mampu  tapi 
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mereka memiliki tanggungan baik itu mulai dari ibu hamil, balita, anak sd, ada 
juga bantuan lansia dan org cacat. Bagi warga penerima PKH mereka harus 
melaksanakan komitmen tentang pendidikan dan kesehatan, misal nya kesehatan 
mulai dari ibu hamil, balita itu melakukan penerimaan pelayanan kesehatan baik 
dari puskesmass maupun posyandu. Kemudian yang sekolah komitmen nya 
mereka harus menyekolahkan anaknya paling sedikit 85% setiap bulannya”. 
 Kemudian peneliiti menanyakan kembali Apakah di dalam Pengelolaan 
Program Keluarga Harapan membutuhkan Prosedur. Beliau mengatakan : 
“Prosedur nya ialah di diawali adanya pendataan kemudian masuk ke verifikasi, 
mungkin yang layak menerima bantuan dari pemerintah lalu datanya sampai 
Kedaerah kemudian ke Kecamatan dan terakhir kependamping PKH”. 
Peneliti menanyakan kembali Bagaimana Prosedur dalam Pengelolaan 
Program Keluarga harapan. Beliau mengatakan : “Prosedur pengelolaan ialah 
ketika sudah jelas KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menerima PKH artinya 
mereka mendapatkan buku tabungan dan atm, di dalam PKH itu prosedur nya 
seorang warga penerima PKH dia dapat dua (2) bantuan yang pertama dapat 
bantuan uang dan yang kedua BPNT yaitu bantuan pangan non tunai. Bantuan 
uang ada 4 tahap pengambilan, sedangkan bantuan pangan tiap bulan di ambil”. 
Kemudian Peneliti menanyakan kembali Siapa sajakah Implementor yang 
terlibat dalam pengelolaan program keluarga harapan. Beliau mengatakan : 
“Implementor yang terlibat adalah masyarakat penerima PKH, Layanan kesehatan 
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dan pendidikan, Lembaga Pemerintahan, dan Sekcam maupun Kessos, dan Korlap 
dinas sosial da BRI sebagai penyalur dana”. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, S.SOS selaku 
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada hari selasa 5 Februari 2019 tentang 
Apakah ada SOP dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan 
Medan Labuhan. Beliau mengatakan : “SOP nya ialah Mulai dari masyarakat 
yang tidak mampu, ibu hamil, balita, anak sekolah SD, SMP, SMA, Lansia dan 
yang terakhir orang menderita disabilitas”. 
Kemudian Peneliti menanyakan kembali mengenai Apakah di dalam 
Pengelolaan Program Keluarga Harapan membutuhkan Prosedur. Beliau 
mengatakan : “sangat dibutuhkan karena adanya prosedur membuat masyarakat 
yang tidak mampu mengeri ketika ingin mendapatkan bantuan dari pemerintah 
melalui  Program Keluarga Harapan”. 
Peneliti menanyakan Kembali kembali mengenai Bagaimana Prosedur 
dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Medan Labuhan. 
Beliau mengatakan : “Prosedur nya ialah dengan mendata masyarakat yang tidak 
mampu, lalu mengirim data ke Dinas Sosial, kemudian melakukan verifikasi data 
dan dilakukan sosialisasi oleh Pendamping PKH terhadap masyarakat yang 
menerima PKH”. 
Kemudian Peneliti menanyakan kembali mengenai Siapa Sajakah 
Implementor yang terlibat dalam pengelolaan Program Keluarga Harapan di 
Kecamatan Medan Labuhan. Beliau mengatakan : “Implementor nya ialah, 
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Masyarakat yang tidak mampu, adanya TKSK (Tenaga Kerja Suka rela 
Kecamatan), Kordinator Lapangan dari Dinas Sosial dan Bank BRI”. 
4.2.3 Adanya Prestasi Pegawai ASN 
 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ariadi selaku Kepala Sub 
Bagian Umum pada hari Senin 5 Februari 2019 tentang Apakah Prestasi yang 
pernah di dapat oleh Pegawai ASN di Kecamatan Medan Labuhan. Beliau 
mengatakan : “Prestasi Pegawai ASN di Kecamatan Medan Labuhan seperti 
kemarin pada tahun 2018 Kecamatan Medan Labuhan Juara 1 Kecamatan Terbaik 
tingkat Kota Medan, dan Juara 2 tingkat Provinsi sumatera utara”. 
 Kemudian peneliti menanyakan kembali Apakah hasil kerja ASN sudah 
sesuai dengan target pencapaian kerja yang seharusnya. Beliau mengatakan : 
“Sudah sesuai dengan target pencapaian kerja,Dengan catatan penempatan 
Pegawai ASN dilingkungan Kecamatan Medan Labuhan sesuai hasil evaluasi 
jabatan baik itu jabatan struktural maupun jabatan pengelola dan fungsional 
umum”. 
Kemudian Peneliti menanyakan kembali mengenai Bagaimana hasil kerja 
Pegawai ASN berdasarkan Kuantitas kerja yang meliputi target pencapaian kerja. 
Beliau mengatakan : “Hasil kerja Pegawai ASN berdasarkan sasaran Kinerja 
Pegawai atau SKPD dengan adanya analisis beban kerja atau ABK sudah cukup 
baik karena telah sesuai aturan”. 
Peneliti menanyakan kembali mengenai Bagaimaa hasil kerja Pegawai 
ASN berdasarkan kualitas kerja meliputi kemampuan melaksanakan tupoksi, 
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melaksanakan tugas tambahan, pelayaan terhadap tamu, serta keterampilan yang 
menunjang pekerjaan. Beliau mengatakan : “Kinerja pegawai berdasarkan 
Kualitas kerja sesuai dengan analisis jabatan atau evaluasi jabatan dengan dasar 
EVJAB / ABK, tetapi perlunya penambahan Kinerja SDM / peningkatan dalam 
Pengoprasian komputer”. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Indra Utama, S.STP, M.SI 
selaku Sekretaris Camat pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 tentang Apakah 
prestasi yang pernah di dapat oleh Pegawai ASN. Beliau mengatakan : “Presetasi 
Pegawai ASN di kecamatan Medan Labuhan ditahun 2018 menjuarai Kecamatan 
terbaik tingkat Kota Medan, 2018 juga masuk kategori Provinsi Sumatera Utara 
dan mendapat juara 2 Kecamatan terbaik”. 
Kemudian Peneliti menanyakan kembali mengenai Apakah hasil kerja 
Pegawai ASN sudah sesuai dengan target pencapaian kerja yang seharusnya. 
Beliau mengatakan : “Sudah sangat sesuai dengan AKB dan EVJAB, hasil kerja 
Pegawai ASN di Kecamatan Medan Labuhan terbukti dengan menjuarai 
Kecamatan Terbaik se Kota Medan pada tahun 2018”. 
 
Peneliti menanyakan kembali mengenai Bagaimana hasil kerja Pegawai 
ASN berdasarkan kuantitas kerja yang meliputi target pencapaian kerja. Beliau 
mengatakan : “Berdasarkan kuantitas dengan menggunakan analisis beban kerja 
(ABK) dan ketepatan waktu kerja yang di lakukan oleh Pegawai ASN di 
Kecamatan Medan Labuhan”. 
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Kemudian Peneliti menanyakan kembali mengenai Bagaimana hasil kerja 
Pegawai ASN berdasarkan kualitas kerja meliputi kemampuan melaksanakan 
tupoksi, melaksanakan tugas tambahan, pelayaan terhadap tamu, serta 
keterampilan yang menunjang pekerjaan. Beliau mengatakan : “Kualitas Kerja 
nya sudah cukup baik dengan adanya ABK dan EVJAB dan masih perlunya 
keterampilan dalam hal teknologi seperti pengoprasian komputer”. 
4.2.4 Adanya Tanggung Jawab Pegawai ASN 
Berdasakan hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, S.SOS selaku 
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial tentang Apakah kontribusi Pegawai ASN 
dalam Pengelolaan Program Keluarga harapan harus membutuhkan tanggung 
jawab yang besar. Beliau mengatakan : “Pegawai ASN sangat berkontribusi 
seperti menampung aspirasi yang layak dalam mendapatkan PKH,Mendata anak / 
orang yang menderita disabilitas dan di koordinasikan ke dinas sosial, turut 
membantu masyarakat apabila terjadinya bencana apapun dan Pegawai ASN harus 
membutuhkan keperdulian / tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan 
program keluarga harapan, segala yang berhubungan dengan masyarakat di data 
dan di rekaptulasi sebgaimaa harus adanya tanggung jawab bagi ASN yang 
terlibat“. 
Peneliti menanyakan kembali mengenai Apakah Pegawai ASN sudah 
mampu mengelola serta menggunakan sumber daya orgnasisai yang meliputi 
SDM dan Teknologi. Beliau mengatakan : “Sudah cukup baik Pegawai ASN 
dalam hal mengelola SDM yang ada dan masih perlunya pelatihan terhadap 
teknologi bagi perorang”. 
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Kemudian Peneliti menanyakan kembali mengenai Bagaimana Mekanisme 
Kinerja Pegawai ASN untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja dalam 
pengelolaan program keluarga harapan. Beliau mengatakan : “Mempertanggung 
jawabkan hasil kerja pribadi terhadap atasan atau pimpinan dengan bersedia 
menerima sanksi apabila melakukan kesalahan dalam pekerjaannya”. 
Peneliti menanyakan kembali mengenai Bagaimana Kinerja Pegawai ASN 
dalam pengelolaan program keluarga harapan apabila tidak diawasi oleh pimpinan 
secara langsung dan Apakah berjalan dengan baik. Beliau mengatakan : “Kinerja 
Pegawai ASN sudah berjalan dengan baik dan maksimal, maupun diawasi 
pimpinan secara langsung atau tidak langsung, di karenakan ikut sertanya Pegawai 
ASN dalam berkontribusi mengirimkan data orang-orang yang menerima Progran 
Keluarga Harapan kepada Dinas Sosial“. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bapak Ariadi selaku Kepala 
Sub Bagian Umum pada hari Senin 5 Februari 2019 tentang kontribusi Pegawai 
ASN dalam Pengelolaan Program Keluarga harapan harus membutuhkan 
tanggung jawab yang besar. Beliau mengatakan : “Kontribusi Pegawai ASN di 
Kecamatan Medan dengan membantu Dinas Sosial dalam Mendata masyarakat 
miskin yang tidak mampu, mendata masyarakat yang menderita disabilitas, dan 
membantu Pendamping PKH dalam mensosialisasikan PKH terhadap 
masyarakat”. 
Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai Apakah Pegawai ASN 
sudah mampu mengelola serta menggunakan sumber daya organisasi yang 
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meliputi SDM, dana, dan teknologi. Beliau mengatakan : “Kemampuan Pegawai 
ASN dalam pengelolaan sumber daya organisasi masih perlu peningkatan dan 
pelatiham-pelatihan untuk mendukung kelancaran tugas“. 
 Peneliti menanyakan kembali tentang Bagaimana mekanisme Kinerja 
Pegawai ASN untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja dalam pengelolaan 
program keluarga harapan. Beliau mengatakan : “Mekanisme Kinerja Pegawai 
ASN dalam pertanggung jawabkan hasil kerja nya dengan berkoordinasi dan 
tanggung jawab penuh kepada kepala seksi / pimpinan atas hasil kerja yang 
dilakukan oleh Pegawai ASN tersebut“. 
 Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai Bagaimana Kinerja 
Pegawai ASN dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan tidak diawasi oleh 
pimpinan secara langsung, dan apakah berjalan dengan baik. Beliau mengatakan : 
“Kinerja Pegawai ASN diawasi maupun tidak diawasi oleh pimpinan berjalan 
dengan baik sebagaiman aturan yang berlaku dengan ABK dan EVJAB”. 
 
4.3 Pembahasan 
4.3.1 Adanya Tujuan Dalam Pengelolaan Program Keluarga Harapan. 
Berdasarkan paparan diatas disimpulkan bahwa tujuan dalam pengelolaan 
program keluarga harapan telah terlaksana dengan baik. Untuk kendala dalam 
mencapai tujuan dalam pengelolaan program keluarga harapan seminimal 
mungkin di hindari dan kendala paling pokok mungkin untuk pengsingkronan 
data dari dinas sosial terhadap penerima program keluarga harapan di lapangan. 
Dan dalam mencapai tujuan program keluarga harapan dilakukan dengan cara 
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mendata masyarakat miskin yang tidak mampu untuk menerima bantuan dari 
pemerinta melalui program keluarga harapan dan mengirim data ke dinas sosial 
kemudian pendamping PKH melakukan sosialisasi terhadap penerima PKH. 
Tujuan dari adanya program keluarga harapan sudah tercapai sebagaimana hasil 
wawancara dengan Bapak Indra Utama, S.STP, M.SI selaku Sekretaris Camat 
Medan Labuhan tentang apakah tujuan dari adanya program keluarga harapan 
sudah tercapai. Untuk kegiatan PKH di Kecamatan Medan labuhan sudah tercapai 
dan sesusai data yang ada dari dinas sosial. Keluarga Harapan yang ada di Medan 
Labuhan sudah menerima manfaat yang diberikan pemerintah melalui Program 
Keluarga Harapan. 
 Seperti yang dikemukakan Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa 
Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara 
etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. dan biasanya merujuk 
pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. 
4.3.2. Adanya Tata Cara Pelaksanaan (Prosedur) Dalam Pengelolaan 
Program Keluarga Harapan 
 adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam pengelolaan program 
keluarga harapan. Hal inii dibenarkan oleh narasumber yaitu Bapak Jumianto, 
S.Pd.I selaku Pedamping PKH mengatakan bahwa prosedurnya dimulai dengan 
adanya pendataan lalu masuk ke verifikasi data kemudian datanya sampai dari 
daerah berlanjut ke kecamatan lalu ke pendamping PKH.  
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 Kemudian dalam pelaksanaannya memiliki SOP antara lain : masyarakat 
yang tidak mampu yang memiliki tanggungan baik ibu hamil, balita, anak sekolah 
sd-smp-sma, buat lansia dan yang menderita disabilitas. Bagi masyarakat 
penerima PKH mereka harus melaksanakan komitmen tentang pendidikan dan 
kesehatan, misalnya kesehatan mulai dari hamil, balita itu dipersilahkan 
melakukan penerima layanan kesehatan baik dari posyandu maupun puskesmas. 
Namun prosedur dalam pengelolaannya meliputi masyarakat yang sudah jelas 
menerima PKH mendapat buku tabungan dan Atm, mereka menerima bantuan 
uang selama pengambilan 4 bulan sekali dan menerima bantuan pangan setiap 
bulannya. 
  Seperti yang dikemukakan Tjokroadmudjoyo (dalam Adisasmita, 2011:24) 
mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam 
bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu 
tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. 
Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan 
yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan. 
4.3.3    Adanya Prestasi Pegawai ASN 
Prestasi Pegawai ASN didukung berdasarkan kinerja Pegawai ASN yang 
melakukan pekerjaan dan mencapai hasil yang baik. Berdasarkan pernyataan 
narasumber yaitu Bapak Indra Utama, S.STP, M.SI selaku Sekretaris Camat 
mengatakan bahwa Kinerja Pegawai ASN sudah berdasarkan EVJAB/ABK, dan 
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hail kerja Pegawai ASN di Kecamatan Medan Labuhan sudah sesuai dengan 
catatan penempatan Pegawai ASN di Kecamatan Medan Labuhan berdasrakan 
hasil evaluasi jabatan baik itu jabatan struktural dan jabatan pengelola atau 
fungsional umum. Hasil Pegawai ASN di Kecamatan Medan Labuhan antara lain 
meraih prestasi juara 1 Kecamatan terbaik tingkat Kota Medan dan meraih juara 2 
tingkat Provinsi Sumatra Utara. 
Seperti yang dikemukakan Prawirosentono dalam Widodo (2001:206) 
mengemukakan bahwa “kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dapat dicapai 
oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 
moral dan etika”. 
4.3.4  Adanya tanggung jawab Pegawai ASN  
Pegawai ASN harus memiliki tanggung jawab atas pekerjaan perorangan 
maupun perkkelompok atau organisasi berdasarkan hasil wawancara dengan 
Bapak Ariadi selaku Kepala Sub Bagian Umum mengatakan bahwa Pegawai ASN 
harus membutuhkan keperdulian atau tanggung jawab yang besar, segala yang 
berhubungan dengan masyarakat di data dan direkap sebagaimana harus adanya 
tanggung jawab bagi ASN yang terlibat, Pegawai ASN di Kecamatan Medan 
Labuhan memiliki kontribusi antara lain menampung aspirasi yang mendapat atau 
menerima PKH, mendata masyarakat yang menderita disabilitas dan di 
koordinasikan dengan dinas sosial dan turut membantu apabila terjadi bencana di 
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Kecamatan Medan Labuhan. Pegawai ASN mempunyai mekanisme dalam 
mempertanggung jawabkan asil kerja nya dengan berkoordinasi kepada kepala 
seksi atau pimpinan, dam pegawai ASN masih perlu peningkatan atau pelatihan-
pelatihan untuk mendukung keberhasilan tugas. 
Seperti yang dikemukakan Menurut Nawawi (2013 : 241) indikator kinerja 
digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau unit 
kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka dan/atau menuju 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dibahas dalam materi 
pelajaran untuk perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, 
sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau ketidak berhasilan) 
kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi atau unit 
pelaksananya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
64 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1 Simpulan 
Setelah pelaksanaan penelitian berdasarkan hasil wawancara yang telah 
dilakukan, penulis melengkapinya dalam penyajian dan pembahasan, maka 
penulis akan menyimpulkan tentang Kinerja Pegawai ASN dalam Pengelolaan 
Prgoram Keluarga harapan di Kecamatan Medan Labuhan. 
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  
1. Bahwa tujuan dalam pengelolaan program keluarga harapan telah 
terlaksana dengan baik. Walaupun masih terdapat kendala seperti masih 
adanya masyarakat miskin yang belum menerima PKH dikarenakan 
belum terdaftarnya dari dinas sosial yang melakukan pengoprasian 
data,namun hanya sedikit masyarakat yang belum menerima. Setiap tahun 
nya masyarakat penerima PKH di Kecamatan Medan Labuhan bertambah. 
2. Adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam pengelolaan program 
keluarga harapan sudah baik karena sudah sesuai dengan aturan yang 
berlaku dimulai dari melakukan pendataan kemudian melakukan 
verifikasi data dan kemudian pendamping pkh melakukan sosialisasi 
terhadap masyarakat miskin yang menerima PKH. 
3. Adanya Prestasi Pegawai ASN di Kecamatan Medan Labuhan sudah 
sesuai dengan hasil yang cukup baik dengan menjuarai Kecamatan terbaik 
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sekota Medan dan juara 2 kecamatan terbaik sesumatera utara pada tahun 
2018. 
4. Adanya tanggung jawab Pegawai ASN sudah sesuai dengan Analisis 
Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB). 
5.2 Saran 
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah 
dikemukakan tersebut terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang 
telah dilakukan, sebagai berikut : 
1. Adanya tujuan dalam pengelolaan program keluarga harapan sudah 
berjalan dengan baik namun masih memiliki kendala yaitu masih adanya 
masyarakat miskin yang tidak menerima PKH atau kurang merata, 
seharusnya Pegawai ASN lebih mendata lagi masyarakat yang pantas 
menerima PKH. 
2. Tata cara pelaksanaan (prosedur) sudah berjalan dengan baik, dan 
diharapkan sosialisai terhadap SOP kemasyarakat lebih ditingkatkan. 
3. Hasil kerja Pegawai ASN sudah sesuai dengan yang diharapkan dan ada 
baiknya terus dipertahankan. 
4. Tanggung jawab Pegawai ASN diKecamatan Medan Labuhan lebih 
meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam melakukan pertanggung 
jawaban kerja. 
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kecamatan Medan labuhan. 
 
Daftar Pertanyaan 
a. Adanya tujuan dalam pengelolaan program keluarga harapan. 
1. Apa saja tujuan yang dilakukan camat dalam pengelolaan program 
keluarga harapan dikecamatan medan labuhan? 
2. Apakah pengelolaan program keluarga harapan di kecamatan medan 
labuhan sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku? 
3. Apakah tujuan dari adanya program keluarga harapan di kecamatan 
medan labuhan tersebut sudah tercapai? 
4. Adakah kendala dalam pengelolaan program keluarga harapan pada 
saat ini? 
b. Adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam pengelolaan program 
keluarga harapan. 
1. Apakah ada SOP dalam pengelolaan program keluarga harapan di 
kecamatan medan labuhan? 
2. Apakah di dalam pengelolaan program keluarga harapan 
membutuhkan prosedur? 
3. Bagaimana prosedur dalam pengelolaan program keluarga harapan di 
kecamatan medan labuhan? 
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4. Siapa sajakah implementor yang terlibat dalam pengelolaan program 
keluarga harapan di kecamatan medan labuhan?  
c. Adannya Prestasi Pegawai ASN. 
1.  Apakah prestasi yang pernah di dapat oleh Pegawai ASN di 
kecamatan medan labuhan? 
2. Apakah hasil kerja Pegawai ASN sudah sesuai dengan target 
pencapaian kerja  yang seharusnya? 
3.  Bagaimana hasil kerja Pegawai ASN berdasarkan kuantitas kerja yang 
meliputi target pencapaian kerja? 
4.  Bagaimana hasil kerja Pegawai ASN berdasarkan kualitas kerja 
meliputi kemampuan melaksanakan tupoksi, melaksanakan tugas 
tambahan, pelayanan terhadap tamu,  serta keterampilan yang 
menunjang pekerjaan?   
d. Adanya tanggung jawab Pegawai ASN. 
1. Apakah kontribusi Pegawai ASN didalam pengelolaan program 
keluarga harapan harus membutuhkan tanggung jawab yang besar? 
2. Apakah Pegawai ASN sudah mampu mengelola serta menggunakan 
sumber daya organisasi yang meliputi SDM, dana, dan teknologi? 
3. Bagaimana mekanisme kinerja Pegawai ASN untuk mempertanggung 
jawabkan hasil kerja dalam pengelolaan program keluarga harapan 
tersebut? 
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4. Bagaimana kinerja Pegawai ASN dalam pengelolaan program keluarga 
harapan tidak diawasi oleh pimpinan secara langsung? Apakah berjalan 
dengan baik dan maksimal?  
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